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PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 001/SK/PKS/VII/2024

— —

Antara
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Dengan
PT PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY

PEKERJAAN J_ASA KONSULTAN BISNIS RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15 — 07 — 2024), kami
yang bertandatangan di bawah ini:

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. (“ADHI”)

Suatu perusahaan Persero yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km 18, Provinsi Jakarta, 12510
yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor : 1 Tanggal 1
Juni 1974, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta persetujuan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor. Y.A. 5/5/13 tanggal 7 Januari 1975, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa
kali diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 18 Mei 2022, dibuat di hadapan Ashoya
Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya Nomor AHU-0035438.AH.01.02. TAHUN 2022
tanggal 26 Mei 2022 dan perubahan pengurus terakhir kali sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 8
tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor
AHU-AH.01.09-0140008 tanggal 04 April 2024, dan dalam hal ini diwakili oleh Bani Igbal , dalam jabatannya
selaku Direktur Keuangan dan Ki Syahgolang Permata, dalam jabatannya selaku Direktur Human Capital
dan Legal yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory (“PwC”)

Suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di World Trade Centre 3 (WTC 3) Lantai 34, 36-43, JI. Jend.
Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, 12920 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 30
September 1998, dibuat di hadapan H. Parlindungan Lumban Tobing S.H., Notaris di Jakarta persetujuan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-15800 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 September 1999,
dan telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
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Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Akta Nomor 01 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Adrian
Djuaini S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-68700.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008, yang Anggaran Dasarnya telah
beberapa kali diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 2 Mei 2024, dibuat di hadapan
Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor
AHU-AH.01.09-0182512 tanggal 6 Mei 2024, dalam hal ini diwakili oleh Agung Wiryawan, dalam jabatannya
selaku Direktur yang secara sah berhak dan berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama
PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan
secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Bisnis
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut sebagai
"Pekerjaan”) yang mengikat berdasarkan pada:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menugaskan Pekerjaan tersebut di atas kepada PIHAK
KEDUA;

2. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan penawaran harga Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA PT.
Adhi Karya (Persero) Tbk — Departemen Strategi Korporasi nomor; DPR2024030012/AW/DP tanggal 6
Mei 2024;

3. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan e-auction pada tanggal 7 Mei 2024

4. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Jasa
Konsultan Bisnis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 kepada PIHAK
KEDUA nomor: 060/SKPBSCM-V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Perjanjian ini masing-masing pihak:

a. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
b. Menandatangani Perjanijian ini setelah meneliti secara patut.

6. Bahwa Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam lampirannya.

7. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian
ini;

8. PIHAK KEDUA akan mematuhi, memenuhi syarat-syarat, dan ketentuan serta spesifikasi PIHAK
PERTAMA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
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9. Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi ketentuan umum dari KEBIJAKAN
MUTU dan KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN PT Adhi Karya
(Persero) Tbk yang tertuang di SSU.

10. PIHAK KEDUA mendukung “KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN" yang
merupakan komitmen bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan rekanan yang tertuang dalam I1SO
37001 sebagaimana tertuang dalam SSU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuat Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka
pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Bisnis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun
2025-2029 sampai seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini telah
terselesaikan.

2. Tujuan dibuat Perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian hak dan kewajiban oleh
PARA PIHAK dalam melaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Bisnis Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 sampai seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan
Perjanjian ini telah terselesaikan.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan yang meliputi:
1. Lingkup pekerjaan dan harga satuan pekerjaan:
A. Harga pekerjaan tersebut berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut yang merupakan tanggung
jawab PIHAK KEDUA:

a. Meninjau arahan strategis Kementerian BUMN Tahun 2025-2029;

b. Merumuskan rencana strategis pertumbuhan ADHI Tahun 2025-2029 yang terukur
berdasarkan tinjauan butir (a), dengan melakukan analisa risiko dan mempertimbangkan
aspek ESG;

¢. Mengidentifikasi peluang dan arah ekspansi bisnis 5 tahun mendatang dengan menganalisis
peluang bisnis potensial di setiap lini bisnis, baik existing maupun new business;
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Menganalisis strategi transformasi 4 Anak Perusahaan ADHI (PT APP, PT APG, PT APB, dan
PT ADCP);

Mengembangkan proyeksi keuangan 5 tahun ADHI sesuai arah strategis yang telah
dirumuskan;

Menyusun strategi manajemen risiko dan rencana aksi secara rinci, terstruktur dan terukur
dalam setiap program strategis secara tahunan;

Melakukan kajian dan analisis untuk mendukung keselarasan RJPP dalam agenda Intergasi
BUMN Konstruksi (ADHI, ABIPRAYA, NINDYA); dan

Menganalisis pro & cons positioning ADHI sebagai leader/member dalam Integrasi BUMN
Konstruksi (ADHI, ABIPRAYA, NINDYA), dalam aspek legal, bisnis, perspektif pasar, dan
aspek lain yang diperlukan.

Batasan lingkup pekerjaan dalam pasal ini tercantum pada Lampiran A Perjanjian ini.

B. Tanggung jawab PIHAK PERTAMA:

a.

Menyediakan data dan informasi, termasuk melalui akses ke pihak ketiga, yang diperlukan
oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA.

Menyediakan fasilitas yang wajar ketika PIHAK KEDUA bekerja di tempat PIHAK PERTAMA.
Memberikan hak untuk menggunakan informasi atau kekayaan intelektual pihak ketiga
apapun yang PIHAK KEDUA perlukan untuk melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA (sejauh
hal ini masih dalam kendali PIHAK PERTAMA).

Memastikan bahwa tidak ada informasi yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan
cara yang melanggar kewajiban kerahasiaan apapun yang PIHAK PERTAMA miliki dengan
pihak ketiga atau hak kekayaan intelektual apapun dari pihak ketiga.

Memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA akurat, lengkap dan tidak
menyesatkan.

Memberi tahu PIHAK KEDUA tentang setiap perubahan yang relevan pada informasi yang
diuraikan dalam Perjanjian ini yang terjadi selama pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA.
Memberitahu PIHAK KEDUA jika PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk
mengandalkan informasi dari penugasan lain apapun dimana PIHAK PERTAMA telah
menugaskan/sedang menugaskan PIHAK KEDUA dan bahwa, jika PIHAK KEDUA tidak diberi
tahu, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak mengetahui informasi tersebut.

PIHAK PERTAMA setuju bahwa kinerja PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini mungkin
sebagian bergantung pada kinerja kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini,
dan dalam situasi tersebut, PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak bertanggung
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jawab atas setiap kondisi yang timbul dari kegagalan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi
kewajiban tersebut.

PIHAK PERTAMA menegaskan, dalam mengadakan Perjanjian ini dan dalam melaksanakan
kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, bahwa PIHAK PERTAMA memiliki
semua hak dan kuasa hukum yang relevan dan PIHAK PERTAMA memiliki semua otorisasi,
persetujuan, lisensi, izin, kualifikasi, perintah dan persetujuan lainnya yang relevan.

PIHAK PERTAMA menegaskan bahwa Perjanjian ini telah sesuai dengan kewenangan PIHAK
PERTAMA diotorisasi, ditandatangani, dan diberikan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk patuh
terhadap prosedur internal PIHAK PERTAMA yang terkait dan/atau hukum yang berlaku
dalam memasuki Perjanjian ini dan adalah sah dan mengikat dan dapat diberlakukan sesuai
dengan ketentuannya.

PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk direktur dan staf yang diberi wewenang untuk
meminta Pekerjaan PIHAK KEDUA dan membantu PIHAK KEDUA selama penugasan ini.
PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas penunjukan orang yang mampu mengawasi
pelaksanaan pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA, yang meliputi: pengambilan semua
keputusan manajemen perusahaan dan melaksanakan semua fungsi manajemen
perusahaan; menerima tanggung jawab atas dan menilai kecukupan hasil dari jasa kami; dan
membentuk dan melaksanakan pengendalian internal yang berhubungan dengan jasa yang
kami berikan, termasuk pemantauan atas kegiatan yang tengah berlangsung.

. Jika PIHAK PERTAMA adalah klien audit dari anggota jaringan firma audit PIHAK KEDUA
atau suatu afiliasi dari klien audit jaringan PIHAK KEDUA, terdapat beberapa prosedur tertentu
yang PIHAK KEDUA harus lakukan terkait dengan independensi auditor sebelum PIHAK
KEDUA dapat memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA (misalnya, mendapatkan
persetujuan sebelumnya dari komite audit atau Pihak yang Bertanggung Jawab atas tata
kelola PIHAK PERTAMA atau grup PIHAK PERTAMA) atau selama dan setelah penugasan
kita (misalnya, pengungkapan imbalan jasa non-audit). Lebih jauh, terdapat beberapa jasa
tertentu di mana PIHAK KEDUA kemungkinan tidak dapat berikan kepada PIHAK PERTAMA
apabila PIHAK PERTAMA adalah klien audit dari anggota jaringan firma audit PIHAK KEDUA
atau suatu afiliasi dari klien audit jaringan PIHAK KEDUA.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menegaskan bahwa persetujuan
awal dari komite audit (jika ada) atau Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola (jika
diperlukan) atas Pekerjaan ini telah diperoleh. Berdasarkan pemeriksaan yang PIHAK KEDUA
lakukan, PIHAK PERTAMA saat ini tidak merupakan klien audit jaringan PIHAK KEDUA atau
afiliasi dari klien audit jaringan PIHAK KEDUA.
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1.

Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini bahwa hasil dari pemeriksaan ini tidak benar, atau
jika terjadi perubahan keadaan yang terkait, Anda sepakat untuk segera memberitahukan
perubahan tersebut kepada kami.

n. Melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA
sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini, dan tersurat dalam:

a)

b)
c)

d)

Perjanjian ini (termasuk Syarat-Syarat Umum (SSU) dan Syarat-Syarat Khusus (SSK)) dengan
segala perubahannya dan Amandemennya (apabila ada);

Surat Penawaran dan Dokumen Tender lainnya

Semua ketentuan dan syarat-syarat mengenai administrasi, teknik pelaksanaan pekerjaan dan
keselamatan kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Penjelasan, petunjuk dan peringatan baik tertulis maupun lisan yang selanjutnya menjadi instruksi
tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA untuk mencapai
maksud dan tujuan yang berlaku;

Perubahan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
gambar/lampiran Perjanjian, hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi atau persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA dan untuk dijadikan bahan
perhitungan pekerjaan tambah kurang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Pekerjaan
Tambah Kurang SSU;

PIHAK KEDUA mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Pekerjaan dengan
ketentuan dan persyaratan yang disetujui PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Apabila ada perubahan spesifikasi dalam pelaksanaan harus dituangkan dalam Amandemen Perjanjian
terlebih dahulu yang ditandatangani dan disepakati oleh Para Pihak sebelum dikerjakan.

Untuk menghindari keraguan, dalam hal terdapat pertentangan dari ketentuan yang diatur dalam
dokumen-dokumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 di atas, maka ketentuan yang berlaku
adalah ketentuan dalam dokumen yang disebutkan terlebih dahulu dalam Pasal 3 ayat (1) di atas
tersebut.
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PASAL 4
HARGA PEKERJAAN

1. Besarnya Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah Rp 6.549.000.000,-
(terbilang: enam milyar lima ratus empat puiuh sembilan juta rupiah).

2. Harga Pekerjaan diperhitungkan berdasarkan lumpsum dengan perincian terlampir.

3. Didalam Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, sudah termasuk:
a. PPN 11 % (sebelas persen) dan PPh sesuai perundang-undangan yang berlaku;

b.  Profit PIHAK KEDUA;

c. Risiko atas upah minimum, mobilisasi, perubahan peraturan, fluktuasi nilai tukar uang asing,
bentuk biaya-biaya yang timbul akibat pekerjaan ini termasuk biaya keamanan, biaya koordinasi
perjalanan.

d. Dan risiko-risiko lainnya termasuk semua usaha yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan
PIHAK PERTAMA untuk Keselamatan & Kesehatan kerja dan untuk memenuhi ketentuan hukum
yang berlaku;

e. Semua risiko baik mengenai salah hitung terhadap Harga Satuan maupun Harga Pekerjaan yang
diajukan dan biaya-biaya lain yang tak terduga adalah tetap menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga Pekerjaan tersebut pada Pasal 4 Perjanijian ini dilakukan dengan cara termin sebagai
berikut:
a. Pertama 30% - Tahap | Laporan Pendahuluan;
b. Kedua 30% - Tahap Il Laporan Interim;
c. Ketiga 40% - Tahap Ill Laporan RJPP 2025-2029;
2. Pembayaran akan dilakukan dengan tenor 14 hari dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh

bagian keuangan PIHAK PERTAMA yang meliputi:

Invoice dan kuitansi bermaterai rangkap 2 (dua);

Faktur Pajak Asli terbit setelah BAP ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua);

Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) rangkap 2 (dua);

Lampiran Berita Acara Prestasi Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua);

Salinan Perjanjian dan Amandemen; (jika ada)

Salinan Jaminan Pelaksanaan (jika ada);

Salinan Jaminan Uang Muka (jika ada);

3. Pada setiap BAP harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan pajak-pajak sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dan potongan lainnya.

Sae ~® a0 oo
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4. Pembayaran atas tagihan akan dilakukan melalui:

Nama Bank . Bank Negara Indonesia
Nomor Account . 7700616161
Nama Account . PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY PT
PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Perjanjian ini yaitu selama 90 hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 dan berakhir sampai
dengan tanggal 14 Agustus 2024, dengan rincian sesuai Detail schedule (terlampir).

2. Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 tidak dapat diubah oleh PIHAK
KEDUA, kecuali:

a. Apabila ada persetujuan tertulis dari wakil dari PIHAK PERTAMA
b. Adanya “Keadaan Kahar" (Force Majeure) seperti diatur dalam Pasal 14 SSU.
3. Pekerjaan harus selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan waktu pelaksanaan tersebut
sudah memperhitungkan hari-hari libur, pengaruh cuaca yang tidak baik, mobilisasi dan demobilisasi,
transportasi, dan izin-izin yang berkenaan dengan Pekerjaan tersebut.

PASAL7
HASIL PEKERJAAN

1. Hasil Pekerjaan wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Tahap Jenis Laporan Jumlah Satuan
1 Laporan Pendahuluan 5 Hardcopy dan softcopy
2 Laporan Interim 5 Hardcopy dan softcopy
3 Laporan RJPP 2025-2029 5 Hardcopy dan softcopy

2. Hardcopy laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini paling lambat diserahkan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahap | - Laporan Pendahuluan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal kontrak;
b. Tahap Il - Laporan Interim selambat-lambatnya dua bulan setelah tanggal kontrak;
c. Tahap lll — Laporan RJPP 2025-2029, selambat-lambatnya sampai batas waktu yang
ditentukan sesuai Perjanjian.
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3. Laporan Hasil Pekerjaan dilengkapi dengan kertas kerja yang terdiri dari materi presentasi yang
dibutuhkan dalam mendukung penyusunan Hasil Pekerjaan dan model keuangan yang diperiukan dalam
analisis (“Kertas Kerja"). Kertas Kerja tersebut hanya untuk penggunaan internal PIHAK PERTAMA
terkait dengan Pekerjaan dan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.

Untuk menghindari keraguan, model keuangan sebagaimana dimaksud di atas adalah kekayaan
intelektual PwC yang sudah ada sebelumnya dan dikembangkan berdasarkan program Microsoft Excel.
Model keuangan ini disediakan PIHAK KEDUA hanya untuk penggunaan internal PIHAK PERTAMA
terkait dengan bantuan atas jasa Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

Dengan tunduk kepada persyaratan dan ketentuan yang di dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA
memberikan kepada PIHAK PERTAMA, izin non-eksklusif yang bebas royalti, tidak dapat
dipindahtangankan, tidak dapat disublisensikan untuk menggunakan, menyalin dan mengubah model
keuangan, dengan ketentuan bahwa setiap kali PIHAK PERTAMA mengubah model keuangan tersebut,
PIHAK PERTAMA harus menghapus semua acuan terhadap PIHAK KEDUA dan mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Seluruh hak cipta dan hak paten serta hak kepemilikan lainnya dalam model keuangan akan selalu
dipegang oleh dan tetap menjadi hak milik PIHAK KEDUA. Sejauh diperbolehkan oleh izin ini atau
berdasarkan undang-undang atau regulator eksternal, PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menjual,
menyewakan, memasukkan ke dalam jejaring, meminjamkan, mengalihkan secara elektronik atau
mendistribusikan keseluruhan atau sebagian model keuangan kepada pihak ketiga manapun.

4. Seluruh Hasil Pekerjaan tidak dapat mencantumkan nama dan/atau logo PIHAK KEDUA dan tidak dapat
mencantumkan referensi apapun kepada PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 8
MASA PEMELIHARAAN

Tidak ada masa pemeliharaan.

PASALY9 .
UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

Tidak ada uang muka dan jaminan uang muka.
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PASAL 10
JAMINAN PELAKSANAAN

Tidak ada jaminan pelaksanaan.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antar PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini
dilakukan secara tertulis baik melalui surat, email, atau media eletronik lainnya yang sah dan dianggap
telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis. Surat menyurat dapat
juga oleh PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan nilai bobot
kekuatan hukum yang sama.

2. Semua pemberitahuan dan korespondensi antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini harus tertulis dan ditujukan ke masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA . PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Departemen Strategi Korporasi

Alamat . Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan 12510
Indonesia

Up/ Attention . Parwanto Noegroho / M. Rafly Wahyudi P.

PIHAK KEDUA . PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory

Alamat : WTC 3 Lantai 34, 36-43, JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta
12920

Up / Aftention . Agung Wiryawan / Dimas Pratama

PASAL 12

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

PARA PIHAK sepakat menetapkan pejabat-pejabat yang mewakili masing-masing pihak untuk
menandatangani dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut:
1. Penandatangan BAPP :
a. PIHAK PERTAMA menunjuk General Manager Departemen Strategi Korporasi
b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory
2. Penandatangan BAST :

ADHI PwC
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a. PIHAK PERTAMA menunjuk General Manager Departemen Strategi Korporasi

b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory
3. Penandatangan BAP & Kuitansi:

c. PIHAK PERTAMA menunjuk General Manager Departemen Strategi Korporasi

d. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory
PARA PIHAK sepakat pejabat-pejabat tersebut di atas mempunyai kompetensi dan kewenangan sehingga
apabila pejabat tersebut tidak berwenang menandatangani maka masing-masing PIHAK tetap bertanggung
jawab atas dokumen yang ditanda tangani.

PASAL 13
PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur
kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian
tambahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Perjanjian ini.

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang periu
oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Syarat — Syarat Khusus (SSK) (apabila ada) dan Syarat-Syarat
Umum (SSU) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan berakhir
setelah PARA PIHAK menyelesaikan kewajiban masing-masing dan dibuat dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup untuk masing-masing Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

a. 1 (satu) bermeterai, Stempel dan tanda tangan asli dari PIHAK PERTAMA distribusi untuk PIHAK

KEDUA.
b. 1 (satu) bermeterai, Stempel dan tanda tangan asli dari PIHAK KEDUA distribusi untuk PIHAK
PERTAMA.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. PT PricewaterhouseCoopers Indonesia
Advisory

[ # KI SYAHGOLANG PERMATA _
" Direktur Human Capital dan Legal Direktur
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Lampiran A - Batasan Lingkup Pekerjaan

Batasan Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

1.

10.

1.

ADHI akan membuat semua keputusan manajemen dan menjalankan semua fungsi manajemen. ADHI
akan bertanggungjawab atas penunjukan orang yang mampu mengawasi pelaksanaan pemberian jasa
PwC, yang meliputi: pengambilan semua keputusan manajemen perusahaan dan melaksanakan semua
fungsi manajemen perusahaan; menerima tanggung jawab atas dan menilai kecukupan hasil dari jasa
PwC serta tindakan yang diambil (jika ada) dari jasa PwC; dan membentuk dan melaksanakan
pengendalian internal yang berhubungan dengan jasa yang PwC berikan, termasuk pemantauan atas
kegiatan yang tengah berlangsung;

ADHI akan memastikan bahwa orang yang ditunjuk adalah seseorang yang memiliki keterampilan,
pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan ADHI
dan untuk mengawasi jasa PwC, serta memahami tujuan, sifat dan hasil jasa serta tanggung jawab ADHI
dan PwC. Jika manajemen ADHI tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan untuk membuat
keputusan tersebut, manajemen dapat memutuskan untuk meminta pihak ketiga yang independen untuk
memberikan nasihat independen untuk membantu membuat keputusan tersebut;

PwC tidak akan mempromosikan posisi ADHI, atau bernegosiasi atau membuat representasi atas nama
ADHI;

Pada saat menghadiri pertemuan antara ADHI dengan pihak ketiga, ADHI akan memimpin rapat
tersebut;

PwC tidak memberikan jaminan bahwa model keuangan mencerminkan kondisi komersial yang
diantisipasi kecuali sejauh model tersebut mencerminkan dokumentasi yang diminta untuk PwC
pertimbangkan;

Penyusunan model keuangan tidak untuk digunakan sebagai bagian dari pelaporan keuangan, penilaian
nilai pasar yang wajar, taksiran nilai (appraisal), dan/atau perhitungan impairment. Model keuangan ini
bersifat indikatif dan hanya untuk keperluan analisis bagi manajemen; PwC tidak akan melakukan
pekerjaan apa pun yang terkait dengan penilaian transaksi; .

Semua asumsi proyeksi akan diberikan oleh manajemen ADHI;

PwC tidak akan melakukan penyusunan rencana integrasi BUMN Karya; kami akan berpedoman pada
rencana integrasi BUMN Karya dari Kementerian BUMN atau konsultan yang ditunjuk dalam studi ini;
Keselarasan dan pros & cons ADHI terhadap BUMN konstruksi lain dalam rangka integrasi BUMN
Konstruksi (ADHI, ABIPRAYA, NINDYA) akan berpedoman pada rencana integrasi di atas tanpa
diagnostik komprehensif BUMN lain tersebut;

PwC tidak akan mengkonfirmasi asumsi dan perhitungan akuntansi, perpajakan, dan legal yang
digunakan dalam Penugasan ini;

PwC tidak akan memvalidasi keakuratan data untuk manajemen. PwC tidak bertanggung jawab dan
tidak membuat pernyataan sehubungan dengan keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan
kepada PwWC kecuali dinyatakan lain di sini, dan tidak ada jaminan yang diberikan;

ADHI PwC
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

PwC tidak akan meninjau aspek teknis seperti biaya pengembangan, belanja modal, asumsi permintaan,

biaya operasional, asumsi teknis, atau asumsi operasional lainnya. Berdasarkan pemahaman PwC,

asumsi teknis dan operasional akan disediakan oleh manajemen ADHI;

PwC tidak akan berperan sebagai manajemen proyek apapun;

PwC tidak akan memberikan asistensi untuk tahap implementasi dalam pekerjaan ini — namun sangat

terbuka untuk bekerja sama dengan Anda mengenai cakupan kerja tersebut setelah pekerjaan ini

selesai:

PwC tidak akan melakukan pekerjaan apa pun yang bersifat audit keuangan dan PwC tidak akan

memverifikasi aset atau kewajiban apa pun yang terlibat;

PwC tidak akan melakukan penilaian aset tetap, aset tak berwujud, dan analisis teknis (akan dikerjakan

oleh pihak ketiga jika diperlukan);

PwC tidak akan menyusun IT masterplan atau rencana induk teknologi informasi;

Riset atau studi yang PwC lakukan tidak mencakup:

a. Riset langsung (primary research) tentang kondisi eksternal / pasar (termasuk pelaksanaan survei);

b. Studi pasar (termasuk ukuran pangsa pasar, kompetisi, dan customer, segmentasi, tren
pertumbuhan) dan proyeksi yang sangat akurat dan mendetail;

c. Studi pasar di luar pasar Indonesia;

d. Analisis risiko dan manajemen risiko secara mendetail / mendalam kecuali sesuai lingkup yang kami
usulkan di dalam proposal ini; -

e. Informasi akurat dari benchmark, terutama informasi finansial dan non-finansial yang tidak tersedia
bagi publik;

f.  Tinjauan dinamika di luar pengembangan dan operasi industri yang berkaitan dengan bisnis ADHI;

g. Riset mendalam mengenai regulasi relevan terhadap industri yang berkaitan dengan bisnis ADHI
(contoh: dampak aspek teknis dari regulasi yang ada);

h. Tinjauan teknis terperinci (contoh: diagnosis dan uiji kelayakan terkait aspek internal perusahaan —
seperti operasional, teknologi informasi, dst.);

i. Penilaian mendalam dan teknis atas isu terkait kepegawaian;

Penilaian mendalam dan teknis atas isu terkait sistem TI;

Struktur organisasi terperinci (BOD-2 dan di bawahnya) dan deskripsi pekerjaan,

Analisis remunerasi;

Pengembangan proses bisnis, matriks akuntabilitas dan proses pengambilan keputusan,

Pengembangan dan pemetaan kapabilitas;

Penilaian pegawai dan job mapping;

Penyusunan manpower planning;

Penyusunan roadmap operasional secara rinci;

Analisis valuasi dan/atau analisis kelayakan;

Analisis dan rekomendasi dalam aspek non-bisnis, mis. sosial, politik, lingkungan, dan legal;

Kajian kelayakan terhadap suatu lokasi geografis atau secara spesifik dan mendalam terhadap suatu

bisnis baru (di mana yang dibutuhkan merupakan feasibility study mendalam terkait keputusan

dijalankan atau tidaknya);

~® "o T®v o5 3~ T
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19.

20.

21,

22.

23.

u. Analisis kondisi internal akan berfokus pada fungsi bisnis utama terkait komersial, operasional, dan
finansial tidak termasuk internal audit, corporate communication, investor & employee relation, dst.);

v. Detail interaction model (misal RACI Matrix) antar fungsi dan divisi;

w. Rekomendasi applied tech basis pros dan cons review (contoh: pemilihan aplikasi atau teknologi
spesifik untuk menjalankan peningkatan kapabilitas T1);

X. Technology assessment selain dari yang berkaitan terhadap lanskap bisnis ADHI.

PwC tidak akan memberikan target KP| yang mendetail - namun hanya sebatas target capaian KP! di

level korporasi

Setiap proyeksi yang disertakan dalam laporan PwC hanya akan menjadi ilustrasi - mereka dapat

membantu memberi ADHI gambaran apakah proyek/target/prospek tersebut mewakili peluang investasi

yang layak untuk diselidiki lebih lanjut atau tidak, tetapi mereka tidak dimaksudkan untuk melakukan
lebih dari itu. ADHI mengakui bahwa proyeksi apa pun dalam laporan PwC tidak dimaksudkan untuk
mendukung keputusan untuk berinvestasi atau berapa harganya untuk melakukannya. Oleh karena itu,

ADHI mengkonfirmasi bahwa:

a. ADHI tidak akan menggunakan proyeksi tersebut sebagai dasar keputusan untuk berinvestasi dan
PwC tidak bertanggung jawab kepada ADHI atas kewajiban untuk berhati-hati untuk penggunaan
dengan maksud tersebut;

b. Sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi, ADHI akan menyiapkan atau memperoleh
proyeksi pengganti berdasarkan informasi yang sesuai dan tidak didasarkan atau diturunkan dari
proyeksi pendahuluan;

c. ADHI memahami bahwa PwC tidak akan berpartisipasi dalam persiapan proyeksi pengganti;

d. Proyeksi keuangan yang disusun tidak mencakup kajian atas dampak dari potensi Integrasi BUMN
Konstruksi terhadap kinerja keuangan ADHI. Jika ADHI membutuhkan kajian tersebut, maka kami
akan berdiskusi lebih lanjut mengenai tambahan lingkup pekerjaan tersebut dan implikasinya
terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan;

PwC tidak akan dinyatakan sebagai 'penasihat keuangan', 'penasihat utama', atau 'penasihat keuangan

perusahaan'. Deskripsi seperti ‘promotor’, 'broker', 'agen’ atau ‘perwakilan’ juga tidak akan digunakan;

Kajian PwC akan dipresentasikan kepada manajemen ADHI dengan cara yang jelas dan transparan,

termasuk dalam metodologi dan sumber data yang digunakan. Kajian tidak akan diungkapkan dengan

cara yang menunjukkan bahwa PwC membuat keputusan manajemen; dan

PwC tidak akan membuat keputusan atas nama manajemen atau melaksanakan fungsi manajemen.

PwC akan menampilkan pilihan dan menyediakan rekomendasi dan saran sebagai pertimbangan bagi

ADHI.

ADHI PwC
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SYARAT-SYARAT UMUM
(SSU)

PASAL 1
DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Syarat-syarat Umum (SSU), kata-kata dan ekspresi berikut ini harus
mempunyai arti seperti yang dimaksud sebagai berikut:

1.

oo s

10.
11.

12.

13.

PIHAK PERTAMA adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (‘“ADHI"), perusahaan badan usaha milik negara
(BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi, engineering procurement construction, gedung,
pembangkit listrik, properti dan investasi di bidang infrastruktur di Indonesia.

PIHAK KEDUA adalah PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory (‘PwC"), entitas yang bergerak
di bidang jasa konsultan.

PIHAK KETIGA adalah entitas selain PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK berarti PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama.

PIHAK berarti PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri.

PERJANJIAN berarti perjanjian tertulis yang sah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang
mencakup Syarat-syarat Umum, berisi Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan termasuk Amandemennya.
Untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”.

DOKUMEN PERJANJIAN berarti keseluruhan Perjanjian dan Amandemennya yang mengikat antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian.

WAKIL PIHAK PERTAMA adalah wakil resmi PIHAK PERTAMA yang berkewenangan penuh
mengawasi, memeriksa dan mengarahkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN berarti jumlah hari atau minggu yang ditetapkan di dalam Dokumen
Perjanjian untuk penyelesaian pada setiap jenis pekerjaan dan pekerjaan secara keseluruhan terhitung
setelah diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.

HARGA PEKERJAAN berarti harga sesuai dengan Perjanijian ini, termasuk PPN dan PPh.

DOKUMEN TAGIHAN berarti dokumen yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada
PIHAK PERTAMA yang berisi perincian nilai pengajuan pembayaran yang terdiri dari beberapa berkas
yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PPN berarti Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Perpajakan sebesar 11% (sebelas
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPh berarti Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan
yang berlaku.
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HARI KALENDER berarti hari yang tercantum dalam kalender Masehi, termasuk Sabtu, Minggu dan hari
libur nasional Indonesia, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 WIB atau 00.00
WIB.

HARI KERJA berarti hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional atau hari lain dimana bank
yang berlokasi di Jakarta diberi kewenangan atau diwajibkan tutup dan tidak melakukan Kliring oleh
otoritas terkait.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA atau Bill of Quantity (BoQ) berarti sebuah dokumen yang berisi
perincian jumiah dari seluruh dan/ atau pekerjaan yang dibutuhkan (deskripsi pekerjaan, volume, unit,
serta harga satuan) dalam pelaksanaan yang merupakan bagian dari Perjanjian.

PRESTASI PEKERJAAN adalah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan telah disetujui oleh
PIHAK PERTAMA.,

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST | atau PHO) adalah Berita Acara yang dibuat dan
ditandatangani bersama PARA PIHAK yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan telah
selesai 100% (Seratus Persen) dan dengan demikian pekerjaan dapat diserah terimakan untuk yang
pertama.

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (BAST Il atau FHO) adalah Berita Acara yang dibuat dan
ditandatangani bersama PARA PIHAK yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah selesai 100%
dan telah melalui masa pemeliharaan (jika ada) sesuai yang diatur dalam Perjanjian, dengan demikian
pekerjaan dapat diserah terimakan untuk yang kedua.

BAPP berarti Berita Acara Prestasi Pekerjaan yaitu Berita Acara yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
mengenai Prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Periode tertentu sebagai dasar Pengajuan
Tagihan kepada PIHAK PERTAMA dan telah disetujui/ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA.

BAP berarti Berita Acara Pembayaran yaitu Berita Acara yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan Prestasi Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP yang sudah disetujui PARA PIHAK dalam
periode tertentu sebagai dasar Penagihan/Invoice kepada PIHAK PERTAMA.

PEKERJAAN KURANG berarti pengurangan pekerjaan atas perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
PEKERJAAN TAMBAH berarti penambahan pekerjaan di luar lingkup pekerjaan yang disepakati dan
merupakan perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA maksimal 10%
(sepuluh persen) dari Harga Pekerjaan.

WAKIL PIHAK KEDUA berarti wakil dari PlHAK KEDUA yang memiliki keahlian atau Tenaga Ahli yang
mempunyai kewenangan untuk mewakili PIHAK KEDUA, serta dapat menerima, memberikan dan
memutuskan segala petunjuk dari PIHAK PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA.

PDN (Produk Dalam Negeri) adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha
di Indonesia.

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa
dan gabungan barang dan jasa.
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PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
Pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA. Dalam
hal PIHAK PERTAMA menyetujui penyerahan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada PIHAK KETIGA,
PIHAK PERTAMA setuju untuk tidak mengajukan tuntutan secara langsung kepada subkontraktor
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan struktur organisasi lengkap yang telah disetujui oleh WAKIL PIHAK
PERTAMA untuk pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini dan menugaskan WAKIL PIHAK KEDUA
dalam Pekerjaan.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jadwal Rencana Kerja sesuai dengan Jangka Waktu yang telah
disepakati oleh PARA PIHAK. _

Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, terdapat WAKIL PIHAK KEDUA dalam struktur
organisasi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diharapkan, maka PIHAK
PERTAMA atau WAKIL PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
Dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima penolakan tersebut PIHAK KEDUA harus segera
menggantikan dengan yang lain yang memenuhi persyaratan.

PIHAK KEDUA harus dengan kesungguhan dan keahliannya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan
memelihara Pekerjaan (jika ada) serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai ketentuan
yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian.

PIHAK KEDUA wajib memperoleh segala lisensi dan izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan
serta membayar segala biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (apabila ada).

Komunikasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA digunakan melalui surat menyurat dan apabila
dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak surat disampaikan tidak ada jawaban surat tersebut dianggap
disetujui.

PIHAK KEDUA wajib memberikan jadwat waktu terinci dan rencana kerja yang sudah termasuk urutan /
tahapan Pekerjaan.

Kemajuan Pekerjaan akan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA melalui WAKIL PIHAK PERTAMA
minimum setiap 2 (dua) minggu, dan PIHAK KEDUA harus bersedia, apabila diperintahkan oleh PIHAK
PERTAMA melalui WAKIL PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memobilisasi tambahan personil yang
diperlukan untuk menjamin kemajuan Pekerjaan telah sesuai dengan keinginan PIHAK PERTAMA.
Dalam hal ini tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
berkenaan dengan mobilisasi tersebut.

PIHAK KEDUA waijib melaksanakan pekerjaan persiapan (apabila ada) yang diperlukan untuk
pelaksanaan Pekerjaan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan presentasi kepada PIHAK PERTAMA, apabila diminta
oleh PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
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PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan penjelasan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari PIHAK
PERTAMA, apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
PIHAK KEDUA saat ke lokasi proyek (hanya dalam hal Pekerjaan dilaksanakan di lokasi PIHAK
PERTAMA) wajib melaksanakan Quality Assurance (QA) System dan Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., kepatuhan pada QA System dan
K3L ini tidak membebaskan PARA PIHAK atas tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA setuju bahwa Pekerjaan PIHAK KEDUA diberikan semata-mata untuk manfaat

PIHAK PERTAMA dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau hasil Pekerjaan yang

relevan.

PIHAK PERTAMA menyetujui untuk tidak:

a. mengungkapkan atau memberikan salinan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK

KETIGA mana pun;

b. menyertakan atau merujuk ke hasil Pekerjaan apa pun dalam dokumen publik apa pun;

c. menyertakan logo atau brand PIHAK KEDUA dalam dokumen publik apa pun; atau

d. membuat pemyataan publik apa pun sehubungan dengan pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA.,

Para Pihak setuju bahwa Pasal 2 ayat (15) SSU tidak berlaku jika:

a. PIHAK KEDUA telah menyetujui pengecualian pada Perjanjian; atau

b. PIHAK KEDUA telah menyetujui pengecualian dalam hasil Pekerjaan yang relevan; atau

c. PIHAK KEDUA telah menyetujui pengecualian sesuai dengan proses yang diuraikan dalam

Pasal 2 ayat (17) SSU di bawah yang memberikan persetujuan tertulis PIHAK KEDUA; atau

d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan undang-undang

atau peraturan yang relevan.

PIHAK PERTAMA setuju bahwa:

a. pengungkapan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (16) poin (a), (b) atau (c) SSU
tunduk pada:

i. penerima menyetujui secara tertulis untuk tidak mengandalkan atau mengandalkan secara
terbatas dan menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam
bentuk perjanjian yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA; dan

i. bahwa perjanjian ini dapat mencakup bahwa PIHAK KEDUA meminta hasil Pekerjaan tertulis apa
pun tanpa logo atau brand PIHAK KEDUA,

b. sebelum melakukan pengungkapan apa pun yang diperlukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (16) poin
(d) SSU, PIHAK PERTAMA akan berdiskusi dengan PIHAK KEDUA dan berusaha mencapai
kesepakatan dengan PIHAK KEDUA (sejauh dapat dilakukan secara wajar dan diizinkan
sehubungan dengan isi pengungkapan tersebut) sebelum melanjutkan kewajiban pengungkapan
tersebut.

PIHAK PERTAMA setuju bahwa, kecuali jika disebutkan dalam Perjanjian, Pekerjaan tidak dirancang,

atau juga tidak dimaksudkan untuk mendeteksi kecurangan atau pengungkapan yang keliru.

ADHI PwC

() A

6 v /




19. PIHAK PERTAMA setuju bahwa Pekerjaan PIHAK KEDUA bukan merupakan jasa hukum untuk tujuan
menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kecuali jika hal tersebut disebutkan
secara spesifik di dalam Perjanjian.

PASAL 3
CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan yang terdiri dari :

1. Laporan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan, kecuali yang ditentukan lain di dalam
Perjanjian.

2. Laporan hasil kegiatan yang terjamin sifat kerahasiaannya kepada PIHAK PERTAMA atau WAKIL
PIHAK PERTAMA yang isi laporannya akan diatur pada Perjanjian.

PASAL 4
JAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN

PIHAK KEDUA diwajibkan menjalankan program sistem manajemen mutu (jaminan mutu dan pengendalian
mutu) sesuai dengan lingkup Pekerjaannya, termasuk penyediaan sumber daya untuk pelaksanaannya
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL §
PERINGATAN DINI

1. PIHAK KEDUA berkewaijiban untuk memperingatkan sedini mungkin kepada PIHAK PERTAMA atas
peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu Pekerjaan, menaikkan Harga Pekerjaan
atau menunda penyelesaian Pekerjaan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga
Pekerjaan atau tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan
oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk mencegah atau
mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

3. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan jika
PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampaknya.
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PASAL 6
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Surat Perintah Perubahan dari PIHAK PERTAMA yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk
amandemen atas Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, PIHAK KEDUA waijib
melaksanakan Pekerjaan tambah setelah menerima permintaan perubahan yang ditandatangani oleh
Para Pihak.
. PIHAK PERTAMA akan melakukan perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan sesuai
dengan hasil Evaluasi Performance pekerjaan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA telah menyetujui
hasil Evaluasi Performance tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan atau melakukan tuntutan
dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA atas perhitungan penambahan atau
pengurangan pekerjaan tersebut.
Untuk pekerjaan tambah kurang tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Amandemen).
Pekerjaan tambah maksimal 10% (sepuluh persen) dari Harga Pekerjaan, apabila melebihi dari
ketentuan tersebut maka akan dituangkan dalam Perjanjian baru.
. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah waktu
penyelesaian Pekerjaan kecuali apabila PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa pekerjaan tambah
tersebut diperlukan tambahan jangka waktu pelaksanaan.

PASAL 7
PENYERAHAN PEKERJAAN

Serah Terima Pekerjaan dapat dilakukan secara umum dan menyeluruh.

Pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila telah diterima PIHAK PERTAMA, dan dinyatakan dalam:

a. Berita Acara Serah Terima Pertama untuk serah terima pertama Pekerjaan selesai 100% (seratus
persen).

b. Berita Acara Serah Terima Kedua untuk serah terima kedua Pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan sudah melalui masa pemeliharaan (jika ada).

PASAL 8
DENDA DAN SANKSI

. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas Perjanjian, PIHAK KEDUA harus bertanggung
jawab kepada PIHAK PERTAMA dari semua kerugian akibat pelanggaran PIHAK KEDUA tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 SSU, tanpa
sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan langsung mengambil alih Pekerjaan.
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PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi tata cara perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dapat
memotong kerugian akibat pelanggaran tersebut dari pembayaran tagihan yang menjadi hak PIHAK
KEDUA dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.

Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelesaikan setiap bagian Pekerjaan atau keseluruhan
Pekerjaan dalam Jangka Waktu sesuai dengan rencana yang telah ada pada Perjanjian yang
disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayarkan
denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) SSU. PIHAK
PERTAMA berhak untuk memotong secara langsung terhadap pembayaran yang belum dilaksanakan.
PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih sebagian atau seluruh pekerjaan untuk dikerjakan sendiri
dan/atau diserahkan pada PIHAK KETIGA secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA, setelah
mendapatkan surat peringatan dari PIHAK PERTAMA tetap tidak melakukan hal-hal yang diharuskan
dilakukan oleh PIHAK KEDUA yakni:
a. Tidak dapat memenuhi sumber daya yang telah disepakati dalam Perjanjian, sehingga
mengakibatkan terlambatnya pekerjaan
b. Dalam waktu 2 (dua) minggu tidak dapat mengejar keterlambatan pekerjaan dan/atau tidak dapat
memenuhi kesepakatan yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi
Biaya yang timbul akibat hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dipotongkan
langsung pada tagihan.
Jumlah Denda Keterlambatan untuk setiap hari kalender pada penyelesaian setiap bagian Pekerjaan
adalah 0.1% dari nilai setiap bagian Perjanjian yang terlambat dengan denda maksimal 5% (lima persen)
dari bagian Perjanjian yang terlambat.
PIHAK KEDUA harus menyerahkan Pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang disyaratkan dan telah
disepakati dalam Perjanjian ini. Bila mutu dan kualitas tersebut tidak sesuai, maka PIHAK PERTAMA
berhak menolak Pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau mengganti seluruh
pekerjaan yang ditolak oleh PIHAK PERTAMA, dengan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan
pada Perjanjian ini tanpa ada waktu penyelesaian Pekerjaan.
Tanpa memperoleh izin, persetujuan dan/atau lisensi lain dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
dilarang melakukan penggunaan, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi
pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya
(pesawat tanpa awak/drone) yang dibuatnya guna kepentingan sendiri oleh PIHAK KEDUA kecuali
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Bilamana PIHAK KEDUA terbukti melanggarnya maka setiap
klaim, tuntutan, gugatan hukum, kerusakan, biaya dan segala akibatnya yang disebabkan atau berkaitan
dengan timbulnya persoalan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan tetap tunduk pada
ketentuan dalam Perjanjian ini.
Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 SSU, maka PIHAK KEDUA yang melanggar akan diberikan sanksi
pemberitahuan tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atas biaya yang timbul
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sebagai akibat pemberlakuan sanksi tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya
dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini

Denda keterlambatan pelaporan pajak PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan akan
dipotongkan saat penagihan.

Apabila terindikasi terjadi penyimpangan dan/kecurangan, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan
penundaan atas penugasan sesuai dengan Per-Men BUMN No. Per-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember
2012 (sejauh relevan dengan pelaksanaan Perjanjian ini).

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa menggunakan
ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, setelah PIHAK PERTAMA melakukan peringatan/teguran
tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkan dalam hal PIHAK
KEDUA sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian tidak atau
belum mulai melaksanakan kegiatan, yang dibuktikan dengan Surat Pemyataan memulai Pekerjaan
yang diketahui oleh WAKIL PIHAK PERTAMA dan telah disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

b. Tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 6 Perjanjian dan denda keterlambatan sudah mencapai 5% (lima persen) dari total
Harga Pekerjaan menurut Perjanjian.

c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan Pekerjaan yang telah
dimulainya, kecuali apabila hal ini disebabkan oleh Keadaan Kahar atau hal-hal lain yang
menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA menurut Perjanjian dan telah
disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

d. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan
menurut Perjanjian.

e. Apabila prestasi Pekerjaan telah dilaksanakan antara 0% sampai 50% terlambat 15% dari rencana
dan apabila prestasi Pekerjaan yang dilaksanakan antara 50% sampai dengan 100% terlambat 10%
dari rencana.

f.  PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal yang

diuraikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas Harga

Pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, kecuali atas Pekerjaan yang telah

dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, maka dalam hal demikian:

a. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan sisa
Pekerjaan;
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b. PIHAK KEDUA hanya dapat menerima pembayaran yang besarannya tidak melebihi prestasi
Pekerjaan yang telah diselesaikan;
¢. PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan dan kewajiban lainnya apabila ada sesuai
ketentuan dalam Perjanjian ini;
d. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Kertas Kerja yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
e. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan yang telah diselesaikan
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak dari PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari
PIHAK PERTAMA menghadapi masalah internal perusahaan PIHAK PERTAMA, di mana tidak perlu
dibuktikan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan
pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian dilakukan dengan
menyampaikan alasan pengakhiran Perjanjian.
. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) SSU, maka PIHAK
KEDUA tetap akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas semua Pekerjaan yang telah dilaksanakannya
sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian dan ditambah dengan jumlah yang dapat dibayar
sepanjang pekerjaan-pekerjaan atau jasa-jasa yang tercakup di dalamnya telah dilaksanakan dan telah
disahkan oleh PIHAK PERTAMA.
Meskipun terdapat ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dengan tetap tunduk pada Pasal 9 ayat (6) SSU,
Para Pihak setuju bahwa salah satu pihak dapat, atas kebijakan mutlaknya sendiri, mengakhiri Perjanjian
ini ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelumnya apabila Pihak lainnya melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini. Para Pihak
setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan penetapan pengadilan
untuk pengakhiran perjanjian.
PIHAK PERTAMA mengakui bahwa perubahan hukum atau keadaan lain di luar kendali wajar PIHAK
KEDUA dapat saja berarti bahwa pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak lagi independen terhadap klien audit tertentu. Jika hal ini terjadi,
PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
. PIHAK PERTAMA mengakui bahwa terjadinya peristiwa politik internasional dan yang berkaitan dapat,
dari waktu ke waktu, berarti bahwa pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
mengakibatkan PIHAK KEDUA bertindak dengan cara yang menurut PIHAK KEDUA tidak sesuai
dengan sanksi dan/atau larangan internasional. Jika hal ini terjadi, PIHAK PERTAMA setuju bahwa
PIHAK KEDUA dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis
kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelumnya.
. Sehubungan dengan Pasal 9 ayat (5), (6) dan (7) SSU, PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar PIHAK
KEDUA atas Pekerjaan yang PIHAK KEDUA laksanakan sebelum pengakhiran Perjanjian apa pun.
Setelah dikurangi denda apapun (apabila ada).
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PASAL 10
PENUNDAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berdasarkan perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA harus menunda kemajuan pekefjaan
atau bagian pekerjaan dalam waktu atau waktu tertentu, dan dalam cara sedemikian rupa yang dianggap
perlu oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini, keterlambatan penyelesaian Pekerjaan PIHAK KEDUA bukan
merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA menyadari bahwa penundaan
Pekerjaan dapat menyebabkan keterlambatan dari jangka waktu yang telah disepakati dan implikasi
terhadap Harga Pekerjaan.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:
a. PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian;
b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian;
c. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan — ketentuan yang diatur berdasarkan Perjanjian;
d. Terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK sehingga tidak
dimungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian; dan/atau
e. Terjadinya hal — hal yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 SSU.
2. Dalam hal Perjanjian berakhir, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal
1266 dan 1267 KUHPerdata.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar (“Force Majeure”) menurut Perjanjian adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
dugaan, kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
kewaijiban salah satu atau PARA PIHAK atau secara substantial menimbulkan beban yang berlebihan
dan tidak ekonomis bagi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya akibat adanya kejadian
tersebut.

2. Tanpa membatasi makna dari Pasal ini, Keadaan Kahar (Force Majeure) termasuk kejadian-kejadian
dan keadaan-keadaan berikut yang memenuhi syarat pada Pasal 12 ayat 1 SSU tersebut:
a. Keadaan Kahar Non-Pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada hal - hal sebagai berikut:
i. Bencana Alam (Baniir, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Badai,
Kekeringan, Hujan Es, Gelombang Panas, Badai Tropis, Tornado, Kebakaran Liar dan Wabah
Penyakit).
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i. Perang, Revolusi, Pemberontakan, Makar, Huru — Hara, Kerusuhan & Kekacauan (kecuali
dilakukan oleh Personil salah satu PIHAK), Krisis Moneter, Terorisme, Mogok, Ledakan,
Embargo, Sabotase, Kapal Karam dalam Area Pekerjaan atau keadaan yang memiliki sifat
serupa dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh Instansi yang berwenang; dan

b. Keadaan Kahar Pemerintah vyaitu setiap tindakan dari Instansi Pemerintahan termasuk

Pengambilalihan Paksa, Perampasan atau Perubahan Hukum, yang mengakibatkan PIHAK KEDUA

tidak dapat melaksanakan haknya secara keseluruhan maupun secara sebagian berdasarkan

Perjanjian (kecuali tindakan Pemerintah tersebut merupakan suatu sanksi yang secara sah

dikenakan sebagai akibat pelanggaran Hukum yang berlaku oleh PIHAK KEDUA dan setiap tindakan

yang memiliki sifat serupa).
Keadaan Kahar harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan / peristiwa tersebut disertai dengan bukti-
bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
. Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 3 SSU tersebut
terlampaui, maka keadaan Kahar (Force Majeure) yang terjadi dianggap tidak pemah ada.
. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu
atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak
secara tertulis Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA belum/tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya
Keadaan Kahar (Force Majeure).
. Apabila sebagai akibat adanya Keadaan Kahar (Force Majeure), Perjanjian diputuskan berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK, maka kerugian yang timbul sebagai adanya Keadaan Kahar (Force Majeure)
tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti
rugi apapun terhadap pihak lainnya.

PASAL 13
ESKALASI / PENYESUAIAN HARGA

PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/kiaim atas kenaikan harga.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari
pelaksanaan Perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui dan menurut Peraturan dan Prosedur Penyelesaian
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Perselisihan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta yang keputusannya bersifat final dan
mengikat PARA PIHAK. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 SSU tersebut menjadi
tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 15
PERLINDUNGAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK KEDUA memastikan tidak ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual PIHAK KETIGA yang
dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

PIHAK KEDUA berkewaijiban untuk menjaga kerahasiaan dari setiap keterangan yang berkaitan dengan
pekerjaan dalam Perjanjian sesuai Pasal 23 SSU.

Hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang telah diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA akan
menjadi milik PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 16
GRATIFIKASI DAN ANTI PENYUAPAN

Masing-masing PIHAK menjamin bahwa tidak akan secara langsung ataupun tidak langsung melakukan
pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pejabat pemerintah, direksi dan pegawai
dari tiap PIHAK dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang yang berlaku dan harus
mematuhi semua undang-undang & peraturan, dan aturan tentang penyuapan dan korupsi yang berlaku
di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA dilarang menawarkan, memberi atau setuju untuk memberi hadiah meliputi biaya
tambahan (fee), uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis (bebas biaya), dan fasilitas lainnya kepada pegawai
PIHAK PERTAMA baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa sarana elektronik, dengan maksud untuk mendapatkan
Perjanjian ini atau untuk mendapatkan kemudahan/perlakuan khusus dalam melaksanakan Pekerjaan
sehubungan dengan Perjanjian.

. Apabila terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat
(2) SSU oleh PIHAK KEDUA atau pegawainya atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA terkait
Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Menteri
BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi
Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan, yang dapat mengakibatkan
dibatalkannya Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan
yang melanggar Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) SSU dan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan
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Perjanjian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan tetap merujuk pada ketentuan Perjanjian ini.
Semua tahapan yang ada di dalam Perjanjian ini tidak boleh / tidak memberi peluang adanya unsur
gratifikasi

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Pakta Integritas Rekanan dan Uji Kelayakan Anti Penyuapan kepada
PIHAK PERTAMA yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari PIHAK KEDUA selambatnya
pada saat penanda tanganan Perjanjian.

PASAL 17
HUKUM DAN BAHASA

Perjanjian berlaku dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa
Indonesia.

Dalam hal Perjanjian dibuat/diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris atau Bahasa lainnya, maka dalam
hal terdapat penafsiran yang berbeda atas suatu ketentuan Perjanjian, yang berlaku adalah Perjanjian
dan/atau Dokumen Perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

PASAL 18
URUTAN KEBERLAKUAN

Seluruh dokumen yang ada di dalam Dokumen Perjanjian bersifat mengikat serta saling melengkapi dan
apabila di dalamnya terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau ketidakjelasan, maka PIHAK PERTAMA akan
memberikan penjelasan dan instruksi kepada PIHAK KEDUA dengan tidak merubah Dokumen Perjanjian
dan sesuai urutan prioritas (order of priorify) sebagai berikut:

PN LN~

Amandemen Perjanjian; (apabila ada)

Perjanjian;

Syarat-syarat Khusus (apabila ada)

Syarat-syarat Umum;

Syarat-syarat administrasi Perjanjian; (apabila ada)

Surat Penunjukan Pemenang Tender;

Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK; (apabila ada)

Lampiran-lampiran lain yang disepakati untuk dilampirkan sebagai Dokumen Perjanjian;
a. Schedule dan Struktur Organisasi;

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi/Risalah Rapat/Minute of Meeting.

. Surat Penawaran Harga;
1.
12.
13.

Berita Acara Rapat Penjelasan Tender (Aanwijzing);
Dokumen Tender
Dokumen lainnya yang menjadi kesepakatan PARA PIHAK
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PASAL 19
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, Pihak Kedua berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi
dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan yang dilaksanakan di indonesia sesuai
dengan yang telah disampaikan pada saat penawaran.

2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, sumber daya dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada
dokumen:

a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Harga Evaluasi
Akhir (HEA) untuk Pihak Kedua yang mendapat preferensi harga; dan
b. Daftar barang yang diimpor, jika ada barang yang diimpor.
3. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan; atau
c. Barang substitusi impor tidak tersedia di dalam negeri.

4. Nilai TKDN mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

5. Tim TKDN dan Satuan Pengawas Internal (SPI) ADHI akan melakukan monitoring, pengawasan
penggunaan produk dalam negeri dengan memperhatikan konsistensi dan komitmen TKDN dari Pihak
Kedua pada saat mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Monitoring dan pengawasan pengadaan barang dan jasa meliputi pencapaian TKDN dan PDN.

7. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian, maka PIHAK KEDUA akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 20
KOMUNIKASI DAN PERANGKAT ELEKTRONIK

PARA PIHAK setuju untuk bertindak secara berhati-hati dalam batas wajar demi melindungi sistem
teknologi informasi masing-masing, termasuk menerapkan tata cara yang wajar untuk melindungi diri
terhadap virus dan pemintasan, akses, penggunaan tidak sah, kerusakan, kehilangan atau keterlambatan
komunikasi elektronik

PASAL 21
PENGARSIPAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN

Sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memusnahkan
dokumen PIHAK KEDUA sesudah sepuluh (10) tahun, kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk
menyimpannya. Jika PIHAK PERTAMA meninggalkan dokumen atau material lain pada PIHAK KEDUA,
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maka dokumen atau material tersebut akan diarsip dan dimusnahkan bersama dengan dokumen milik PIHAK
KEDUA.

PASAL 22
RISIKO

Jika hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyerahkan hasil
Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA setuju bahwa kewajiban PIHAK KEDUA atas semua tuntutan yang berkaitan secara
langsung atau tidak langsung dengan pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA dan/atau pengandalan
PIHAK PERTAMA atas hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA (termasuk tuntutan atas kelalaian) dalam semua
keadaan terbatas hingga jumlah yang setara dengan 1 (satu) kali biaya yang harus dibayarkan
berdasarkan Perjanjian..

3. PIHAK PERTAMA setuju, terlepas dari kewajiban apa pun yang diuraikan dalam Pasal 22 ayat (2) SSU,
bahwa PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan:

a. setiap kehilangan atau kerusakan informasi termasuk setiap informasi elektronik yang diolah atau
disimpan dalam teknologi informasi atau sistem serupa; atau

b. kehilangan keuntungan, nama baik, peluang bisnis atau manfaat yang diharapkan; atau

c. setiap kerugian yang bersifat tidak langsung atau konsekuensial.

4. PIHAK PERTAMA setuju untuk tidak mengajukan klaim apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap
setiap karyawan PIHAK KEDUA yang timbul karena pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA atau
pengandalan pada salah satu hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA..

5. Sejauh diizinkan oleh hukum, PIHAK PERTAMA setuju untuk:

a. mengesampingkan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; dan

b. menerima bahwa setiap proses hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (atau
setiap variasi atau tambahannya) harus dimulai dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal
penyelesaian Pekerjaan PIHAK KEDUA yang biasanya merupakan tanggal hasil Pekerjaan akhir
PIHAK KEDUA..

6. PIHAK PERTAMA setuju, terlepas dari Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) SSU di atas, bahwa:

a. PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada pihak ketiga mana pun
sehubungan dengan pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA atau pengandalan hasil Pekerjaan PIHAK
KEDUA; dan

b. PIHAK PERTAMA akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas segala kewajiban
(termasuk biaya hukum) yang PIHAK KEDUA keluarkan sehubungan dengan klaim apa pun yang
dibuat oleh pihak ketiga sehubungan dengan pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA.
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PASAL 23
KERAHASIAAN
1. PARA PIHAK setuju untuk tidak akan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun mengungkapkan
apapun dan semua informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini (“Informasi Rahasia”)
kepada PIHAK KETIGA yang tidak terlibat dalam pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA atau yang tidak
berhak untuk mengandalkan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari
PIHAK lainnya.

Hal ini kecuali pengungkapan tersebut disyaratkan oleh:

a. Keadaan yang dicakup oleh Pasal 24 ayat (1) SSU; atau

b. badan pengawas perusahaan PIHAK KEDUA; atau

c. badan professional di mana PIHAK KEDUA menjadi anggotanya; atau

d. peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa sejauh diizinkan oleh
hukum yang berlaku, PIHAK yang mengungkapkan akan memberitahu terlebih dahulu kepada
PIHAK lainnya mengenai persyaratan pengungkapan tersebut dan akan meminimalisir
pengungkapan informasi rahasia terbatas hanya terkait informasi rahasia yang dimintakan.

2. PIHAK KEDUA diperkenankan menyampaikan Informasi Rahasia kepada karyawannya, pekerjanya,
perwakilannya atau penasihatnya atau subkontraktornya (setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan
ketentuan dalam Perjanjian ini) atau perusahaan asuransinya yang perlu mengetahui informasi tersebut
dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian atau untuk
melaksanakan hak-haknya selalu dengan kondisi bahwa PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab untuk
memastikan dan mengakibatkan pihak-pihak tersebut untuk tunduk pada ketentuan kerahasiaan dalam
Perjanjian ini. Selain itu, PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA dapat mengungkapkan
Informasi Rahasia (termasuk data pribadi) kepada:

a. Penasihat hukum PIHAK KEDUA;

b. Perusahaan asuransi PIHAK KEDUA,;

c. Perusahaan lain dalam jaringan PricewaterhouseCoopers yang relevan dengan kebijakan-
kebijakan PIHAK KEDUA;

d. pihak ketiga yang membantu PIHAK KEDUA dalam bidang hukum, keuangan, administrasi,
teknologi informasi (“TI"), dan peran lainnya (misalnya untuk pengolahan kata, terjemahan,
pembuangan limbah, aktivitas Tl termasuk komputasi awan) dan yang mungkin memiliki akses
insidental ke informasi rahasia sebagai bagian dari aktivitas mereka.

3. Informasi di bawah ini tidak akan dikategorikan sebagai Informasi Rahasia, bila:

a. telah menjadi atau dapat di kemudian hari dipublikasikan atau sekarang atau dapat di kemudian hari
dengan cara lain menjadi informasi publik tanpa kesalahan dari Penerima Informasi;
b. diterima dari PIHAK KETIGA; atau
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c. disyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum atau peraturan, atau penetapan pengadilan atau
penetapan maijelis atau ketentuan pengadilan atau, badan administrasi atau, permintaan dari badan
pemerintah atau badan pengatur lain atau sehubungan dengan apa pun

Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun berakhirnya Perjanjian ini dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang—Undangan Hukum yang berlaku di Indonesia

Sehubungan dengan data pribadi apa pun yang diberikan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA

menganggap bahwa PIHAK PERTAMA memiliki wewenang yang diperlukan dari subjek data yang

relevan bagi PIHAK KEDUA untuk mengolah dan menyerahkan data tersebut sesuai dengan Perjanjian,
dan bahwa pemilik data tersebut telah diberi informasi yang diperlukan mengenai pemberian dan
penggunaan data tersebut termasuk ketentuan Kebijakan Penggunaan Data Pribadi PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA dapat mengumpulkan, menggunakan, mengolah

informasi (termasuk yang bersifat pribadi) yang timbul selama pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA dan

bahwa PIHAK KEDUA dapat meneruskan informasi ini kepada Perusahaan lain dalam jaringan

PricewaterhouseCoopers dan subkontraktor (dengan mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian ini

terkait subkontraktor), vendor (termasuk penyedia layanan Tl termasuk jika perusahaan lain dalam

jaringan PricewaterhouseCoopers dan subkontraktor ini berlokasi di luar Indonesia. PIHAK KEDUA
setuju bahwa persetujuan PIHAK PERTAMA terhadap ayat ini tunduk pada informasi yang dimaksudkan
untuk tujuan pemberian Pekerjaan PIHAK KEDUA atau untuk tujuan yang sesuai dengan kebijakan

PIHAK KEDUA termasuk penggunaan data sekunder berdasarkan Pasal 23 ayat (10) SSU di bawah ini.

PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA dapat mengacu pada hubungan kontraktual PIHAK

KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, termasuk pemberian Pekerjaan ini, untuk tujuan pemasaran jasa

PIHAK KEDUA. Dalam hal ini PIHAK KEDUA setuju untuk tidak mengungkapkan informasi PIHAK

PERTAMA yang bersifat rahasia.

Para Pihak setuju untuk mematuhi peraturan, protokol, dll yang relevan sehubungan dengan privasi dari

informasi apa pun yang tersedia selama pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian

ini. PIHAK KEDUA informasikan bahwa kebijakan privasi PIHAK KEDUA diuraikan pada tautan ini:
https://www.pwc.com/id/en/privacy-policy.html

Sepanjang dapat diberlakukan, PIHAK PERTAMA menegaskan bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan

memberikan data pribadi EEA kepada PIHAK KEDUA (sebagaimana didefinisikan di bawah). Kecuali

Perjanjian ini mewajibkan penggunaan data pribadi EEA atau PIHAK KEDUA meminta data pribadi EEA

ini dari PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini Para Pihak setuju bahwa: “Data Pribadi EEA” berarti setiap data

pribadi yang berkaitan dengan orang yang masih hidup secara alami di negara EEA yang dapat
diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. “EEA" berarti Wilayah Ekonomi Eropa beserta Inggris

Raya dan Swiss.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dan perusahaan lain dalam

jaringan PIHAK KEDUA dapat menggunakan informasi apa pun yang diterima berdasarkan Perjanjian ini,

untuk mengembangkan, meningkatkan, memodifikasi dan menyempumakan teknologi, alat, metodologi,
jasa dan penawaran, dan/atau untuk pengembangan atau kinerja analisis data. Informasi yang
dikembangkan sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut dapat digunakan atau diungkapkan kepada
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PIHAK PERTAMA atau klien saat ini atau calon klien untuk memberikan jasa atau penawaran kepada

mereka. PIHAK KEDUA dan Perusahaan lain dalam jaringan PricewaterhouseCoopers setuju untuk tidak

akan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia dengan cara yang memungkinkan PIHAK

PERTAMA diidentifikasi oleh PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

Tunduk pada persetujuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat merekam hanya melalui media digital

setiap pertemuan dengan PIHAK KEDUA sebatas apabila tujuan dari perekaman tersebut adalah:

a. untuk membuat risalah rapat dari hal yang didiskusikan dalam pertemuan; atau

b. untuk membuat perekaman dari hasil Pekerjaan yang telah disediakan sebagai pelatihan untuk
PIHAK PERTAMA dan untuk penggunaan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.

Dalam hal perekaman tersebut dilakukan, hasil rekaman harus segera dihapus setelah tujuan perekaman

telah berakhir dan, dalam kondisi apapun, hasil rekaman tidak dapat dianggap sebagai hasil Pekerjaan.

PASAL 24
LAIN-LAIN

PIHAK PERTAMA setuju, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23 ayat (1) SSU, bahwa PIHAK KEDUA
mungkin diharuskan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA atau
Pekerjaan PIHAK KEDUA untuk mematuhi:

a. undang-undang atau peraturan yang berlaku;

b. permintaan yang wajar dari pemerintah terkait atau otoritas serupa;

c. perintah pengadilan yang berlaku; atau

d. beberapa proses wajib atau peraturan lainnya.

Dalam hal terjadi hal sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) SSU, PIHAK PERTAMA setuju untuk
membayar biaya wajar apa pun yang PIHAK KEDUA keluarkan dalam memenuhi kewajiban ini termasuk
untuk waktu yang dihabiskan secara wajar oleh staf profesional PIHAK KEDUA dan untuk mendapatkan
dukungan hukum yang wajar.

PIHAK PERTAMA setuju, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA memahami kewajiban PIHAK KEDUA
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) SSU di atas, bahwa PIHAK KEDUA dapat memberikan jasa
serupa dengan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA untuk pihak lain ("Klien Lain") bahkan jika
kepentingan Klien Lain tersebut bertentangan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.

Para Pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang memiliki wewenang untuk, mengalihkan, atau dengan cara
lain menggunakan hak atau kewajiban pihak lain berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari pihak lain

Jika ada pasal dalam Perjanjian ini, atau bagian dari pasal apa pun yang tidak sah, melanggar hukum,
atau tidak dapat dilaksanakan, maka pasal atau bagian yang relevan tersebut akan dipisahkan dari bagian
lain dalam Perjanjian ini, sedangkan pasal lainnya akan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan
sepenuhnya sejauh diizinkan oleh hukum.
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